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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kewenangan Presiden dalam 

pemberian abolisi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, serta melalui 

studi kasus Thomas Lembong, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1.  Abolisi memiliki dasar konstitusional yang jelas yaitu Pasal 14 ayat 2 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa 

Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan DPR. Namun, hingga saat ini belum ada undang-

undang organik yang mengatur secara rinci mekanisme, prosedur, maupun 

parameter pemberian abolisi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan 

potensi penyalahgunaan kewenangan. Kedudukan abolisi melekat pada jabatan 

Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif, namun pelaksanaannya harus  

mempertimbangkan prinsip checks and balances dengan DPR sebagai bagian 

dari representasi rakyat.  

2. Pemberian abolisi terhadap Thomas Lembong menunjukkan adanya indikasi 

politisasi hukum, di mana keputusan Presiden diduga lebih didorong oleh 

pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum. Hal ini menimbulkan 

ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum, khususnya equality before the 

law, dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi 

penegakan hukum. Mekanisme pertimbangan DPR yang ada belum memiliki 
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kekuatan mengikat, sehingga prinsip checks and balances belum berjalan secara 

efektif. 

3. Pemberian abolisi tanpa mekanisme yang jelas berimplikasi pada lemahnya 

prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif, serta dapat 

mengganggu penegakan hukum yang adil dan independen. Hal ini juga 

membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik 

tertentu, yang berpotensi merusak prinsip rule of law dan good governance di 

Indonesia. 

B. SARAN 

1. Diperlukan adanya undang-undang organik yang secara khusus mengatur tentang 

mekanisme, prosedur, dan kriteria pemberian abolisi. 

2. Diperlukan adanya penguatan mekanisme checks and balances dalam proses 

pemberian abolisi dengan memberikan peran yang lebih strategis kepada DPR. 

DPR perlu diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau 

penolakan terhadap usulan abolisi yang diberikan oleh Presiden, bukan hanya 

sekedar memberikan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan 

adanya sistem pengawasan yang efektif dalam pemberian kewenangan 

prerogatif Presiden. Diperlukan pula reformasi hukum untuk 

mempertimbangkan mekanisme pengawasan yudisial melalui judicial review 

oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemberian abolisi, agar pelaksanaannya 

tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalitas dan prinsip negara hukum. 
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3. Diperlukan adanya pengecualian terhadap jenis jenis tindakan pidana yang dapat 

diberikan abolisi. Tindak pidana extraordinary crimes  seperti korupsi, genosida, 

kejahatahan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana terorisme, 

sebaiknya dikecualikan dari kemungkinan untuk memperoleh abolisi, karena 

sifatnya yang serius dan dampaknya yang luas, sehingga tidak sesuai untuk 

diberikan keringanan hukum. Dan perlunya partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas publik dalam pelaksanaan abolisi dengan mempublikasikan alasan 

serta pertimbangan yang melandasi setiap keputusan. Langkah ini akan 

memperkuat kepercayaan publik sekaligus memungkinkan evaluasi yang 

objektif terhadap kebijakan pemerintah. 
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